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INTISARI

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 memberikan amanat kepada
Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pemberdayaan
masyarakat di bidang pertanahan. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan
pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah. Sampai saat
ini tugas pendaftaran tanah yang diemban oleh BPN belum juga kunjung selesai.
Berdasarkan jawaban pertanyaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPN RI
dengan Komisi Il DPR RI tanggal 24 November 2011 dapat diketahui bahwa
jumlah tanah terdaftar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 37.665.606 bidang.
Sedangkan jumlah tanah belum terdaftar sebanyak 73.481.284 bidang. Artinya
selama 52 tahun sejak diundangkannya UUPA sampai sekarang, pelaksanaan
pendaftaran tanah di Indonesia baru mencapai 51%. Salah faktor penyebab
keterlambatan tersebut adalah kurang dilibatkannya masyarakat seperti yang
diungkapkan oleh Sutaryono (2009: 53) “bahwa percepatan pendaftaran tanah
tidak akan berjalan dengan baik tanpa pelibatan pemerintah daerah dan
masyarakat”. Community mapping merupakan salah satu bentuk pelibatan
masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah.Community mapping di Indonesia
pertaman Kkali dikenalkan pada Bulan Mei 1996 yang ditandai dengan
terbentuknya Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sebagai inspirasi dari
hasil lokakarya yang dilakukan oleh sebuah LSM yang berkedudukan di Filipina
dengan tema “Perkembangan Community Mapping di Berbagai Belahan Dunia”.
Community mapping adalah kesepakatan bersama warga desa tentang batas
kepemilikan bidang tanah. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui
bagaimana pelaksanaan community mapping dalam rangka pembuatan peta
kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta potensi
dan prospek kegiatan tersebut bagi kegiatan pendaftaran tanah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif dengan model pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari
lapangan berupa peta kepemilikan bidang tanah dan hasil wawancara disusun
sedemikian rupa sehingga dapat mendeskripsikan pelaksanaan community
mapping yang telah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi
masyarakat. Sumber data adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Kantor
Desa Tanggumong dan warga masyarakat dengan mengambil data primer dan
sekunder dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi serta pemetaan
partisipatif oleh warga masyarakat Dusun Pliyang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa
pelaksanakan community mapping melibatkan peran perangkat desa dan warga
masyarakat. Adapun tahap pelaksanaanya meliputi persiapan, koordinasi,
sosialisasi, perencanaan, realisasi, verifikasi dan penyelesaian. Community
mapping mempunyai potensi sebagai data acuan pendaftaran tanah terutama
dalam rangka pengumpulan data fisik bidang tanah (data lapang). Namun data
bidang tanah hasil community mapping belum dapat digunakan langsung dalam
kegiatan pendaftaran tanah, karena data yang dihasilkan hanya berdasarkan hasil
interpretasi masyarakat pada peta citra.

Kata kunci : Community mapping, Partisipasi Masyarakat, Pendaftaran Tanah ix
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 merupakan landasan berpijak
Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan, baik secara nasional, regional dan sektoral. Pasal 3 Peraturan tersebut
memberi kewenangan kepada BPN untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pemberdayaan
masyarakat di bidang pertanahan.

Dalam rangka menjalankan amanat Perpres tersebut dan menyelesaikan
berbagai persoalan pertanahan yang ada, maka dirumuskan strategi dan kebijakan
pertanahan nasional. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis BPN-RI tahun
2010-2014 yang merupakan wadah perencanaan BPN ke depannya, serta
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan setelah penataan
kembali organisasi BPN RI secara menyeluruh dan terintegrasi dengan berbagai
sektor dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Untuk mendukung dan merealisasikan kebijakan pertanahan tersebut,
Rencana Strategis (Renstra) BPN RI tahun 2010-2014 menetapkan sebelas
agenda kebijakan yang diantaranya adalah meningkatkan pelayanan dan
pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di

seluruh Indonesia (agenda kedua) dan menangani masalah Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme (KKN) serta  meningkatkan  partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat (agenda ketujuh).

Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah tentunya
tidak terlepas dari peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
Bentuk pemberdayaan tersebut dapat berupa peningkatan partisipasi peran
masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dalam hal ini adalah kegiatan
pendaftaran tanah sebagai kegiatan utama BPN untuk melakukan legalisasi aset
tanah masyarakat. Sutaryono (2009: 53) menyatakan bahwa percepatan
pendaftaran tanah tidak akan berjalan dengan baik tanpa pelibatan pemerintah
daerah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan
pendaftaran tanah diperlukan pelibatan masyarakat sebagai salah satu aktor
kegiatan pendaftaran tanah. Masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan
nasional, mempunyai ciri kekhasan khusus yang mempunyai potensi untuk
mengenal wilayah tempat tinggalnya sehingga dapat diberdayakan sebagai aset
yang secara materi tidak ternilai namun mempunyai esensi yang penting guna
keberhasilan sebuah kegiatan pembangunan, khususnya kegiatan yang
melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat.

Tugas pendaftaran tanah yang diemban oleh negara untuk menjamin dan
melindungi kepastian hukum mengenai subyek, obyek dan hak atas tanah tidak
juga kunjung selesai. Berdasarkan jawaban pertanyaan Rapat Dengar Pendapat
(RDP) antara BPN RI dengan Komisi Il DPR RI tanggal 24 November 2011

dapat diketahui bahwa jumlah tanah terdaftar sampai dengan tahun 2011



sebanyak 37.665.606 bidang. Sedangkan jumlah tanah belum terdaftar sebanyak
73.481.284 bidang. Artinya selama 52 tahun sejak diundangkannya UUPA
sampai sekarang, pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia baru mencapai
51%. Berbagai faktor penyebab keterlambatan ini diantaranya adalah kurang
dilibatkannya masyarakat, sehingga masyarakat kurang berperan dalam
mendukung keberhasilan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Masyarakat
hanya sebatas obyek dalam kegiatan pendaftaran tanah. Sebagai penentu
keberhasilan kegiatan pendaftaran tanah, masyarakat kurang dilibatkan secara
langsung dalam kegiatan pendaftaran tanah, dengan kata lain pelibatan partisipasi
masyarakat dalam pendaftaran tanah belum dapat terealisasi dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah di Indonesia dapat
diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pemetaan
bidang tanah yang langsung dilakukan sendiri oleh masyarakat. Proses kegiatan
ini biasa disebut dengan community mapping. Dalam proses ini, masyarakat yang
selama ini kurang dilibatkan dalam kegiatan pendaftaran tanah, dapat secara
langsung terlibat dalam kegiatan pemetaan yang dapat dilakukan melalui
penandaan bidang tanah yang dimiliki pada media citra diikuti dengan
penanaman tanda batas bidang tanah di lapangan.

Citra merupakan perwujudan visualisasi nyata suatu wilayah. Pada
dasarnya, citra menggambarkan obyek permukaan bumi yang dilihat dari atas
bumi. Dengan adanya citra, bentuk-bentuk permukaan bumi dapat digambarkan

secara nyata sehingga bentuk bidang tanahpun dapat diketahui dan dijelaskan



pada citra. Selain itu menurut Valentina Arminah (2007: 45), citra juga
merupakan alat yang sangat baik untuk pembuatan peta dan dapat digunakan
sebagai sumber utama untuk memperoleh data, citra juga dapat dimanfaatkan
sebagai kerangka letak obyek-obyek yang akan dipetakan. Bahkan bagi daerah-
daerah yang belum pernah dipetakan, maka citra dapat dimanfaatkan sebagai
pengganti peta.

Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
merupakan salah satu desa dengan tingkat pendaftaran tanah yang rendah.
Gambaran umum masyarakat di desa tersebut dalam bidang pertanahan dapat
dilihat dari kurangnya minat serta keinginan dari masyarakat untuk mendaftarkan
tanahnya. Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang bahwa
sampai dengan tahun 2012 jumlah bidang yang terdaftar di Desa Tanggumong
sebanyak 418 bidang. Bahkan perkembangan pendaftaran tanah untuk 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu pada tahun 2009 sebanyak 15 bidang, tahun 2010 sebanyak 6
bidang dan tahun 2011 sebanyak 15 bidang. Selain itu, data kepemilikan bidang
tanah hanya dapat diperoleh apabila bidang tanah tersebut telah didaftarkan,
sedangkan atas bidang tanah yang belum terdaftar akan sulit diperoleh.

Desa Tanggumong terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Pliyang, Naro’an,
Karongan, Tambangan dan Bandungan. Dusun Pliyang merupakan dusun yang
paling dekat dengan kota kabupaten. Potensi pemberdayaan masyarakat dapat
dilakukan di dusun ini, hal ini dapat dilihat dari aktifnya berbagai program

kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti program kegiatan



keagamaan dan kesehatan. Selain itu, penyediaan data kepemilikan bidang tanah
di Desa Tanggumong khususnya di Dusun Pliyang sangat minim. Oleh karena itu
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Community Mapping
Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Dusun Pliyang Desa Tanggumong

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, maka penulis
merumuskan masalah dalam 2 (dua) pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan community mapping dalam rangka pembuatan peta
kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana prospek dan potensi community mapping dalam mendukung
kegiatan pendaftaran tanah di Dusun Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan

Sampang, Kabupaten Sampang?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan community mapping dalam rangka pembuatan
peta kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Untuk mengetahui prospek dan potensi community mapping dalam
mendukung kegiatan pendaftaran tanah di Dusun Pliyang, Desa Tanggumong,

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.



Manfaat penelitian:

1.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu cara yang efektif untuk

memberdayakan masyarakat berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah.

Secara akademis dapat menambah kajian dan ilmu pengetahuan mengenai

pendaftaran tanah.

Dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian

dalam bidang pemetaan partisipatif dan pendaftaran tanah.

Kebaruan Penelitian

Perbedaan antara penetian ini dengan penelitian yang telah ada

sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

Nama, Tahun dan

Metode

No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Penelitian Hasil Penelitian

1 2 3 4 5

1. | Hary Listantyo Prabowo, | a. Untuk membuat | Pemetaan Metode pemetaan
2011, Penetapan Batas peta penetapan partisipatif | partisipatif secara
Wilayah Desa Dalam | bataswilayah dengan efisien dapat
Rangka Pendaftaran desa melalui _ metode mengumpulkan _

. beberapa teknik | pemetaan informasi mengenai

Tanah Melalui Pemetaan | ponetaan transparan | batas wilayah desa,
Partisipatif (Studi Kasus |  partisipatif foto udara | terutama
Desa Permu dan Desa | b. Menyusun dan secara grafik
Imigrasi prosedur pemetaan (gambar).
Permu,Kecamatan pemanfaatan model tiga
Kepahiang, Kabupaten | Pemetaan dimensi
Kepahiang) partisipatif untuk

penetapan batas
wilayah desa
dalam rangka
pendaftaran
tanah.

Bersambung.....




Tabel 1. (sambungan)

1 2 3 4 5
2. Ach. Farhan Arif, 2012, a. Mengetahui Metode a. Pelaksanan
Community Mapping bagaimana deskriptif community
Dalam Rangka pelaksanaan dengan mapping meliputi
Pendaftaran Tanah di community pendekatan persiapan,
Dusun Pliyang Desa mapping dalam | kualitatif koordinasi,
Tanggumong Kecamatan rangka sosialisasi,
Sampang Kabupaten pembuatan peta perencanaan,
Sampang kepemilikan realisasi,
bidang tanah verifikasi dan
dengan penyelesaian
melibatkan b. Community
partisipasi mapping
masyarakat mempunyai
b. Mengetahui potensi sebagai
potensi dan data acuan
prospek pendaftaran tanah
kegiatan terutama dalam
tersebut bagi rangka
kegiatan pengumpulan data
pendaftaran fisik bidang tanah
tanah. (data lapang)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada
obyek penelitian. Obyek Penelitian sebelumnya terfokus pada batas desa,
sedangkan penelitian ini terfokus pada batas bidang tanah. Sedangkan
persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode pemetaan partisipatif
dengan melibatkan masyarakat menggunakan media peta sebagai alat bantu
dalam pemetaan. Hanya saja dalam penelitian sebelumnya, peneliti
menggunakan foto udara dan model tiga dimensi, sedangkan dalam penelitian ini
peneliti menggunakan peta citra yang telah terkoreksi dan terektifikasi sehingga

mempermudah proses digitalisasi peta.




BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Community mapping merupakan kegiatan dalam rangka
peningkatan peran dan memberdayakan masyarakat dalam pertanahan
khususnya dalam kegiatan pendaftaran tanah. Penggunaan media peta citra
dalam pemetaan merupakan cara yang efektif dalam rangka pembuatan peta
kepemilikan bidang tanah. Tahapan pelaksanaan kegiatannya antara lain
meliputi persiapan, koordinasi, sosialisasi, perencanaan, realisasi, verifikasi
dan penyelesaian dimana dalam kegiatan tersebut diperlukan partisipasi dan
keterlibatan warga masyarakat dan komponennya demi keberhasilan
kegiatan.

Community mapping sebagai kegiatan terjadinya kesepakatan
bersama warga masyarakat atas batas bidang tanah di peta dan di lapangan
mempunyai potensi dalam rangka mempersiapkan sebagian data
pendaftaran tanah terutama dalam rangka pengumpulan data fisik bidang
tanah (data lapang). Kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana bagi
BPN untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pertanahan
sehingga dapat dijadikan sebagai solusi kepasifan masyarakat dalam
pertanahan. Namun data bidang tanah hasil community mapping belum
dapat digunakan langsung dalam kegiatan pendaftaran tanah, karena data
yang dihasilkan bukan berdasarkan pengukuran secara kadastral, data

kepemilikan hanya berfungsi sebatas data acuan pendaftaran tanah.

89



B. Saran
Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan
saran sebagai berikut:

1. Agar kantor pertanahan menjadikan kegiatan community mapping
sebagai salah satu cara peningkatan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka mempersiapkan kegiatan pendaftaran dan
pensertipikatan tanah.

2. Diperlukan pendampingan dari pihak kantor pertanahan Kabupaten
Sampang khususnya Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam
rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan community mapping.

3. Diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi tentang pendaftaran tanah
yang melibatkan partisipasi masyarakat.

4. Diperlukan adanya penelitian di tempat lain terutama tempat/lokasi
yang secara sosial geografis berbeda dengan lokasi penelitian yang

telah dilakukan.
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